KEWENANGAN KEPOLISIAN UNTUK MENGELUARKAN SURAT

PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN (SP3) DALAM TIDAK










Berdasarkan dari uraian dan rumusan masalah dan pembahasan yang telah 
dijelaskan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa faktor yang 
menyebabkan polisi mengeluarkan SP3 dalam tindak pidana KDRT adalah : 
1. Pelapor telah berdamai dengan terlapor 
2. Pelapor yang tetap menginginkan keluarganya utuh 
3. Pelapor menarik keterangannya sebagai saksi sekaligus korban 
4. Terlapor yang mengakui kesalahan 
5. Terlapor berjanji tidak akan mengulangi perbuatanya 
B. Saran 
Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan dalam bentuk kesimpulan 
di atas, maka penulis memberi masukan seperti : 
1. Penyidik polisi memastikan bahwa pelapor benar-benar telah berdamai 
dengan terlapor 
2. Penyidik polisi memastikan bahwa pelapor menarik keterangannya 
benar-benar dari keinginan pelapor yang menginginkan keluarganya 






3. Penyidik polisi memastikan bahwa terlapor merasa bersalah dan janji 
yang di ucapkan terlapor bukanlah bohong belaka yang hanya karena 
ingin menghindari jalur hukum 
4. Terlapor yang berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dihadapan 
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